
 

 

 
BUPATI BENGKULU UTARA 
 

    PROVINSI BENGKULU 
 

                            PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

 NOMOR 20 TAHUN 2016 

 
TENTANG  

 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKULU UTARA 

[[[  

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, dan Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 
 

 
    

                         b. bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (4)  Peraturan Menteri             

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 [  

 

       c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016; 

 

 

SALINAN 



Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
   

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali,  terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
   

  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
   

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
 



7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 
 

   

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893); 

 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 
 

[ 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor           

2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 2); 

                                                    

 

MEMUTUSKAN : 

 
 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU 

UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2016. 

 

 

 

 

 

 
[[[  



Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah       

Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 

Nomor 1), Sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan 

Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016(Berita 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai 

berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 63,150,964,000.00       

b. Dana Perimbangan Rp. 952,182,350,520.00     

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 167,094,550,000.00     

Jumlah pendapatan Rp. 1,182,427,864,520.00  

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp. 505,842,109,741.00     

2) Belanja Bunga Rp. 0.00

3) Belanja Subsidi Rp. 739,236,800.00            

4) Belanja Hibah Rp. 9,131,276,000.00         

5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 380,000,000.00            

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 1,229,500,000.00         

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 203,622,715,600.00     

8) Belanja Tidak terduga Rp. 1,285,000,000.00         

Rp. 722,229,838,141.00     

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai Rp. 30,533,459,300.00       

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 251,069,081,308.00     

3) Belanja Modal Rp. 229,564,865,612.00     

Rp. 511,167,406,220.00     

Jumlah Belanja Rp. 1,233,397,244,361.00  

Surplus/(Defisit) Rp. (50,969,379,841.00)      

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 51,974,379,841.00       

b. Pengeluaran Rp. 1,005,000,000.00         

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 50,969,379,841.00       

Rp. -                                    

Pasal 1

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan



2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 
 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci 

lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 

 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :       
 

Pasal 5 
 

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. 

   Ditetapkan di     Arga Makmur 
  Pada tanggal      6 Agustus 2016    

  

  BUPATI BENGKULU UTARA, 
 

ttd 
 

M I A N 
 

   
  
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 21 

 
 
 

 

 

Diundangkan di Arga Makmur 
Pada tanggal  6 Agustus 2016     

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA,  

 

ttd 

SAID IDRUS ALBAR 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM 

Setdakab.Bengkulu Utara 
 
 
 

MARIYAN, SH 
Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP.196208071982031010 


